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Hak Milik merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai 
kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak lainnya karena bersifat 
turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Hukum agraria nasional mengatur bahwa 
hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Dengan 
kata lain, Warga Negara Asing tidak dapat menguasai hak milik atas tanah di 
Indonesia sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA. Pasal 26 ayat (2) UUPA 
juga melarang pemindahan hak atas tanah dari Warga Negara Indonesia kepada 
Warga Negara Asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak atas tanah 
bagi Warga Negara Asing adalah Hak Pakai dan Hak Sewa yang dianggap tidak 
menguntungkan untuk berinvestasi di Indonesia sehingga Warga Negara Asing 
mencari jalan lain untuk dapat menguasai hak milik atas tanah di Indonesia 
dengan melakukan penyelundupan hukum yaitu menggunakan perjanjian pinjam 
nama yang diikuti dengan pemberian kuasa mutlak. Perjanjian ini jelas 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini 
sehingga perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum. Dikarenakan perjanjian 
ini tidak memiliki kekuatan hukum maka apabila terjadi sengketa di antara para 
pihak maka hakim akan memutuskan bahwa perjanjian itu batal demi hukum. 
Artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau dilahirkan sehingga 
tidak pernah terjadi perikatan. Berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini 
maka perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yaitu UUD NRI 
1945, KUHPer, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 48 
Tahun 2009, PP No 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997, Instruksi Mendagri 
No. 14 Tahun 1982, dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 
12/PDT/2014/PT.DPS. 
 




THE MASTERY OF RIGHTS TO LAND IN INDONESIA BY FOREIGN 
CITIZENS WITH NOMINEE AGREEMENT 
(Study of High Court Injunction No: 12/PDT/2014/PT.DPS) 
 
Right of ownership is the only main right that has the strongest position in 
comparison with other rights due to hereditary, strongest, and fullest. Basic 
agrarian law act regulates that only Indonesia citizens who may have property 
rights to land. In other words, foreigners cannot control the rights to land in 
Indonesia, as in Article 21 paragraph (1) BAL. Article 26 paragraph (2) The BAL 
also prohibits the transfer of land rights of Indonesian citizens to foreigners, 
either directly or indirectly. Land rights for the foreign citizens is the right to use 
and lease rights. They consider it unprofitable to invest in Indonesia so that 
foreigners find another way to be able to control the rights to land in Indonesia 
with smuggling law that is using nominee agreement followed by administration 
of absolute power. This agreement is contrary to the legislation in force. It has no 
legal force. If there is any dispute between the parties, the judge will decide that 
the agreement was null and void. It means that the agreement is deemed never 
happened. Relating to the cases in this study, it should review the laws such as 
Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Civil Code, Law No. 5 of 1960, 
Law No. 12 of 2006, Law No. 48 of 2009, Government Regulation No. 40 of 1996, 
Government Regulation No. 24 of 1997, Minister of Internal Affairs Instruction 
No. 14 of 1982, and High Court Injection No: 12/PDT/2014/PT.DPS. 
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Adapun kesimpulan pada hasil penelitian dan pembahasan ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Kekuatan hukum dari perjanjian pinjam nama yang dilakukan antara 
WNA dan WNI dalam penguasaan HM atas tanah di Indonesia adalah 
batal demi hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian ini tidak memenuhi 
syarat sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang legal (halal). Batal 
demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau 
dilahirkan sehingga tidak pernah terjadi perikatan. 
2. Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 
12/PDT/2014/PT.DPS oleh majelis hakim dalam hal pembelian tanah 
sengketa dengan menggunakan perjanjian pinjam nama WNI dimaksudkan 
agar WNA dapat memiliki HM atas tanah di Indonesia adalah hal ini tidak 
memenuhi unsur obyektif syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang 
legal (halal) sehingga perjanjian ini adalah batal demi hukum. Dengan 
demikian, majelis hakim menjatuhkan putusan menolak gugatan 
Penggugat/Pembanding (WNA) untuk seluruhnya. 
Akibat hukum dari penguasaan HM atas tanah di Indonesia oleh WNA 
dengan perjanjian pinjam nama adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi 
syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian antara 
WNA dan WNI dengan pinjam nama ini sejak semula dianggap tidak pernah 
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